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Buku bunga rampai hukum yang membahas tentang Hukum dan Keadilan, serta
berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan bahan bacaan
untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Buku ini perlu dibaca karena menganalisis
dan mengkaji berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan hukum
nasional maupun internasional serta masalah-masalah hukum yang berkeadilan,
karena mengetahui dan memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem
yang terintegrasi menjadi sangat penting.

Hukum dan keadilan merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam
perkembangan hukum nasional dan internasional di berbagai bidang hukum, baik
privat maupun publik, karena salah satu tujuan hukum adalah terciptanya rasa
keadilan di kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai norma untuk mengatur
hubungan antaranggota masyarakat, sehingga membuat manusia terikat dengan
kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum
menetapkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam
kerangka hidup bersama orang lain. Penegakan hukum demi terwujudnya keadilan
yang hakiki di kehidupan masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan
oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase maupun
mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Aturan hukum yang dibuat juga
harus berorientasi pada keseluruhan sistem hukum dan mengacu nilai-nilai yang
hidup di tengah masyarakat.

Buku ini diperuntukkan sebagai bahan bacaan bagi kalangan mahasiswa, para
akademisi dan praktisi hukum yang ingin mengetahui dan memahami berbagai
masalah yang berkaitan dengan hukum dan keadilan serta perkembangan hukum
nasional maupun internasional saat ini. Para pembaca akan memperoleh tambahan
wawasan baru dalam berbagai bidang hukum setelah membaca literatur ini.
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KATA PENGANTAR EDITOR

Aturan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, demj
terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, dan tercapainya rasa keadilan

Secara konsepsional, hukum sejatinya mengejar esens; keadilan sebagai
tujuan primernya. Namun, cita-cita mulia hukum Seperti itu sering berbanding
terbalik dengan realitasnya. Pada dasarnya hukum sebagai norma memiliki

masyarakat, membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab
hukum dalam kehidupan bermasyarakat,
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pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum,
baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase dan mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes resolution) . Dalam pengertian
yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan mencakup juga
segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif
yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh
dijalankan sebagaimana mestinya.

Buku bunga rampai hukum yang membahas sekitar Hukum dan Keadilan,
serta berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan
bahan bacaan untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Semoga dapat
memberikan tambahan wawasan baru bagi pembaca, khususnya masalah-
masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang dibahas di dalam ‘
buku ini.

Jakarta, 1 September 2013
Tim Editor -
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NILAI KEADILAN PADA HUBUNGAN
PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM
HUKUM TRANSPORTASI UDARA NIAGA

Oleh: Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis nilai keadilan dalam kerangka hubungan antara perusahaan
transportasi udara sebagai pengangkut/pelaku usaha dengan penumpang sebagai
konsumen pada penyelenggaraan penerbangan nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa
nilai-nilai keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam penyelesaian terhadap penumpang
yang menderita kerugian dalam penyelenggaraan transportasi udara niaga, karena masih
ada peraturan pelaksana yang belum dijalankan. Oleh karena itu perlu adanya upaya
sistematis untuk meningkatkan nilai-nilai keadilan di dalam pengembangan rezim hukum
transportasi udara ke depan.

Kata Kunci: Nilai Keadilan, Konsumen, Transportasi Udara

ABSTRACT

This paper analyse the value of justice framework between air transportation company as
the carrier/entrepreneur and passenger as the consumer of national airline service. The result
stipulate that the value of justice does not fully applicable in case of settlement to the passenger
who suffer losses in national air transportation service as the result of several implementing
regulations that have not been implemented completely. Therefore, the systematic effort
is needed in order to increase the value of justice related to further development of air
transportation law in the future.

Key Word: Value of Justice, Consumer, Air Transportation.

A. Pendahuluan

Terlaksananya pengangkutan melalui udara hadir seiring dengan adanya
perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) dengan jelas menyebutkan,
perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dengan
penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/
atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk




